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: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Un.dang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara .(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 . Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
109); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih · dan Be bas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

· Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); ... 

4. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nornor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT/~lnlf'N YAN'G MAHA ESA 
. ' i; . l' 

BUPATITAPANULITENGAH, 
I I _;.; 

: ! ! • l'i 
a. bahwa adanya ketidaksesuaian nomenklatur kode rekening 

pemberian · tamtjah~ ·j penghasilan · untuk peningkatan 
kesejahteraan umum 1Pegawai Negeri Sipil di - lingkungan 
Pemerintah : Kabupaten, Tapanuli Tengah, perlu dilakukan 
penyeinpurnaan terhadap Peraturan Bupati nomor 4 Tahun 
2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah; 

b. bahwa berdasarkari pertirnbangan sebagairnana dimaksud 
dalam hurufa, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. 

Menimbang 

; i 

. . 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL D~ 
l.1IN'GKONGAN PEMERINTAH K.ABUPATEN TAPANOLI TENGAH 

' i 

TENTANG 

PEROBAHAN ATAS PERATORAN BUPATI NOMOR 4 TAHON 2016 

PERATORANBOPATITAPANOLITENGAH 
NOMOR 6, 1 TAHON 2016 

------------------------------- .r: 
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5. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor, ·5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor·fi-3;59); 

; . ,! I I 

6. Undang-Undang !No~dr 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
' 11 •• 

Pengelolaan dan rj'ariggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik 'Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

• . I I 1 • I,, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
. : I : !:t 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembarigunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

. . ' " . I 
J ' I : . ! ; 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
[Lembaran 'Negara ;R'.epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); . , ! . 

9. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 
Retribusi · Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor · 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

12. Peraturan Pernerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga ataa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia: :+ahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Rep~blik Indonesia Nomor 4712); 

' . ; ; . ; i 
I I ; ! 

ij 

• 
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I 

21. Peraturan Presiden i 'Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ .Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Republik Indo~esiaj· Nomor 4 Tahun 2015. tentang 
Perubahan Keernpat 1 

1 
Atas Peraturan Presiden Republik 

Indonesia: N9m0r '. Sf: Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/ J asa Pemerintah; 

, I 

22. Peraturan.' Presiden i ., Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
. . ; 1· 

Pengelolaan 'dan .Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan . Nasional pada Fasilitas Kesehatan tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah; 

.. ~, ........... 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan rakyat Daerah, 
dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2.007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi i:: Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

I ' 

• 

r=: 

15. Peraturan PemerintahNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
I . 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

• 

14. Peraturan . Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan ' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); . 

'i 
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• 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nornor 13 
Tahun 2008 tentang :Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2016 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 
2016 Nomor 1); 1 

31. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2016 
(Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 
Nomor 2). 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah · se bagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri ·oalam I Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dart 
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; ! ,! 

' i i, . ! 
26. Peratur0.fl Menteri D~am Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesiarahu1i 2013 Nomor 1425); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

I I;) 

28. Peraturan 'Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; . ·, 

• 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

.· tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri.Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan 
KeuanganDaerah; 

. -:··~ 
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2. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

Jenis Tambahan Penghasilan yang ditampung dalam APBD Kabupaten 
Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut: 

a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Behan Kerja; 
b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya; 
c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja; 
d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi. 

1. Ketentuan Pasal 6 huruf b diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 
berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peratur~; Bupati Nomor 4 Tahun 2016 ten tang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tapanuli Tengah, diubah sebagai berikut: 

i . : 

TENGAH., 

PERATURAN : BP'PATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
, I ' 

PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG 
TAMBAHAN: PENGRASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

! : ' 
LINGKUNGAN fEMERINTAH K.ABUPATEN TAPANULI 

" ;r 
J! 
II 
·' ! . !1 • • I 

I 

Menetapkan 

11 ! ; 

· . · MEMUTUSKAN ~ i . 

32. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Tapanuli 
Tengah (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 
2016 Nomor 3). 

33. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Berita 
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 4); 

34. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 
2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten 
Tapanuli TengahiTahun 2016 Nomor 2). 

' . . ! ! 
' ' 
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Ii . :1 

! l 
l; 

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NO MOR e. t •• 

Diundangkan di Pandan 
pada tanggal 1 April 2016 
SEKRETARIS ~RAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH~. 

\l~ / . 
HENDRI SUSANTO~UMBANTOBING 

SUKRAN JAMILAN TANJUNG 

ttd 

i 11 
11 ;! 

,i 
;! I 

Ditetapkan di Pandan 
pada tanggal J April 2016 

BUPATITAPANULITENGAH, 
!; ,, ·, I 

! : 

:Pasal II 
i 

Peraturan Bupati ini mula{b~rlakti pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinyaj memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli 
Tengah. 1· • 
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i 

ii 

·' 

Diundangkan di Pandan 
padatangga1 1 April2016 

SEKRETARIS ~ /ATEN TAPANULI TENGAH 

HENDRI SUSANTO ~BIN~ 

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR G.1 

• 

SUKRAN JAMILAN TANJUNG 

ttd 
,,..,h,..,, ... 

BUPATITAPANULITENGAH 

Uraian Jumlah Penerimaan 
Maksim.al 

Tambahan Penghasilan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rp 750,000 per Bulan Umum Pegawai 

• 
Tabel Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 

P.emerintall Kabupaten Tapanuli Tengah 

Peraturan Bupati Tapanuli Tengah 
: G.f Tahun 2016 
: 1 April 2016 

Lampiran II 
Nomor 
Tanggal 

' - 
.......-------·--·--············ 


